
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS

“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKTA KEMATIAN DI WILAYAH 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019  tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;   

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang 

digunakan dalam Administrasi Kependudukan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Jelas Identitasnya”



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Jelas Keberadaannya Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya”


